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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA

Menimbang

Mengingat

BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian
Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik

Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH
DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat = APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.
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Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat
Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh
pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah
Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu
biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air
minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat

SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana
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penyediaan air minum.

Penyelenggara SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana
dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen
untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang
selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang
dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan
penyelenggara SPAM yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh daerah.

Biaya  Pengelolaan adalah  biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga
pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh
aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik
secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara dan daerah.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Direksi adalah Direksi BUMD Penyelenggara SPAM.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang
segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi
atau komisaris.

Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya disebut
RUPM adalah Organ Perumda yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang
segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi

atau Dewan Pengawas.



